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Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan 
pemerintahan yang baik atau Good Governance. Good Governance adalah sebuah 
bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai 
dengan tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari 
laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal 
pelaksanaan perekonomian negara.
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi 
yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Transparansi 
informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalambentuk yang relevan 
dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan 
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–
pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan 
kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan 
dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap 
peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan 
lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 
(Mardiasmo, 2002).
Laporan keuangan baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola 
dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel. 
Anwar Nasution menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin buruk.
Indikasinya masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan 
pengecualian dan tidak wajar. Pada semester I tahun 2012 Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) telah menyelesaikan dan melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) atas 520 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah tingkat 
provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) sebanyak 29 LKPD (88%) dari 33 entitas dan kota sebanyak 
83 LKPD (90%) dari 92 entitas yang jauh lebih baik dari pada pemerintah tingkat 
kabupaten yang hanya memperoleh 304 LKPD (77%) dari 395 entitas Kabupaten 
(BPK RI,  2013).
BPK menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan 
untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas 
menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang 
yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola 
organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di 
dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada 
DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya (Permana, 2012).
Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah 
tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan 
pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat 
operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan 
mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah 
sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban 
yang wajar (Romilia,2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan 
pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji 
kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten 
Pinrang.
Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan 
keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya,  diantaranya penelitian Permana 
(2012), menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung. Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas dan 
transparansi. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan data 
primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD, bendahara, 
kasubag keuangan dan auditor pada seluruh SKPD di kabupaten Pinrang.
Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk menguji kembali 
”Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada 
pemerintah kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada 
pemerintah kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan 
pada pemerintah kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan 
pada pemerintah kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan 
terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. 
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat menjadi tambahan 
literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk 
menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas 
laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. 
2. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah 
pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap
kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. Kedepannya 
diharapkan menjadi acuan bagii peneliti berikutnya, dalam rangka 
pengembangan ilmu mengenai topik ini.
1.4.2   Kegunaan Praktis
1. Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 
pemerintah kabupaten Pinrang.
2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadii 
pengayaan atas teori–teori yang telah ada.
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan 
pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang. 
1.5 Sistematika Penulisan
Usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan landasan teori dan studi empiris 
(penelitian terdahulu), kerangka pikir, dan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN menguraikan metode penelitian yang akan 
digunakan dalam melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi 
(tempat penelitian), populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument 
penelitian dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi 
terhadap kualitas laporan keuangan dengan menguraikan hasil pengujian 
statistiknya yaitu analisis regresi linier berganda.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN menguraikan tentang kesimpulan  dari  hasil  
penelitian  yang  dilakukan  dan  saran–saran yang  berhubungan  dengan  





Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari 
pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna 
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004:20) adalah: 
Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung 
jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah 
(prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung 
jawaban tersebut.
Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang accountable memiliki 
ciri–ciri sebagai berikut: 
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, 
cepat, dan tepat kepada masyarakat, 
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pembangunan dan pemerintahan, 
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik 
secara proporsional, dan 
5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya 
pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat 
maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) 
harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012): 
1. Integritas Keuangan.
2. Pengungkapan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses 
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar
dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD 
terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi 
tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui
pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban 
atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 
tersebut (Halim, 2007).
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah 
laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari 
akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran 
pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan
tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh 
agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai 
otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran 
secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk
melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada 
berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).
Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan 
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah terebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, 
keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh 
pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. 
Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi 
APBD dan barang–barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan 
daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan–badan usaha milik 
daerah (Halim, 2007).
2.1.2 Transparansi
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi 
anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi 
merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas 
dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga–
lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang 
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 
dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). 
Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi 
jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003): 
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjwaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat 
kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi 
oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah 
pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 
daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang 
bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan 
kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). 
2.1.3 Laporan Keuangan 
1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan 
pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan 
sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan 
demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang 
berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana 
penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Rarang, 2011).
Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan 
yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan 
adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah 
selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar 
akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan 
laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan dkk,2012).
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 :
Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan.
Sedangkan menurut Halim (2004) menyatakan bahwa:
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan 
dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem 
informasi akuntansi yang handal.
Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan 
keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses 
pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 
satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana 
publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. 
2. Jenis–jenisLaporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara 
langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja 
transfer dan pembiayaan. 
2) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset 
adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan 
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul 
dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan 
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemerintah. 
3) Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non 
anggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dan 
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur 
yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan 
pengeluaran kas. 
4) Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan 
laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup 
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 
mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 
ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 
laporan keuangan secara wajar.
3. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor 
swasta.Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur 
laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi 
yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-
keputusan ekonomi, sosial dan politik serta mengadakan evaluasi atas 
penggunaan sumber–sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan 
juga perhatian terhadap rencana–rencana serta hasil dari pelaksanaan 
rencana–rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi 
keuangannya.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan 
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, 
belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, 
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu 
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 
peraturan perundang–undangan (Evi, 2013).
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 
daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya (Angreani, 2011).
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing–masing kelompok pengguna.
Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
1) Masyarakat.
2) Para Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan 
pinjaman.
4) Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan 
keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan.
1. Alasan dibuatnya laporan keuangan: 
1) Internal 
a) Alat pengendalian.
b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi 
2) Eksternal 
a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban. 
b) Dasar pengambilan keputusan. 
4. Fungsi Laporan Keuangan
Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya 
adalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 
suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data 
atau aktivitas perushaan tersebut, sebagai hasil dari proses akuntansi 
(Nordiawan, 2006:131).
Fungsi laporan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):
a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada pengguna 
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan 
sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah 
ditetapkan.
b. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja 
dan mengevaluasi manajemen pencapaian atas tujuan yang telah 
ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang 
sejenis.
c. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 
kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan 
berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi 
penggunaan dana.
d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalam 
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkan 
pelayanan dimasa yang akan datang. 
e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 
organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 
dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan dan 
masyarakat.
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 
paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan 
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan 
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 
arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah 
asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan 
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran 
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan (Kartika Daniel dan 
Yohanes Suhardjo, 2013).
Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala 
daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan 
kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.
Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat
pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud 
seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.
Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:
Kualitas  diartikan  sebagai  kesessuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis 
kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  kualitas  merupakan  suatu  
penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu 
dilihat dari segi yang  berwujud  seperti  barang  maupun  segi  yang  tidak  
berwujud,  seperti  suatu kegiatan.
Menurut Masmudi  (2003) definisi laporan keuangan adalah:
Laporan  keuangan  sektor  publik  pada  hakekatnya  merupakan  suatu 
bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan 
dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
Laporan  keuangan  merupakan  suatu  pernyataan  entitas  
pelaporan  yang terkandung  di  dalam  komponen  laporan  keuangan.  
Laporan  keuangan  adalah bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  
keuangan  negara/daerah  selama  suatu periode.  Laporan  keuangan  
pemerintah  daerah  adalah  pertanggungjawaban  pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003)
dapat dikategorikan sebagi berikut: 
a. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna,
b. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal 
(daya uji, netral, tepat saji),
c. kualitas sekunder; konsisten, komparatif,
d. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.
Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam 
laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability), 
relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan 
(comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para 
pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan 
yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta 
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun 
demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan 
keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa 
informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu
(Permana, 2012).
2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)
Pada penelitian sebelumnya, Choirunisah (2008) meneliti tentang faktor–
faktor yang mempengaruhi kuaitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan 
sistem akuntansi instansi. Populasi yang dijadikan sebagai responden berjumlah 
96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil 
analisis disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan organisasi 
tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. 
Purwaniati dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh 
penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, 
Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, 
penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan 
sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan 
keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan 
dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan 
hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 
SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap 
peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen 
Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI
dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan 
kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan 
Nasional.
Permana (2012), meneliti tentang pengaruh penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya 
pada akuntabilitas yang dilakukan pada dinas kota Bandung dengan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan 
pengaruh sebesar 33,1% terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas 
berperngaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SAP 
dan kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas.
Sukmaningrum (2012), meniliti tentang faktor–faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten 
dan kota Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi 
laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya 
manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi 
laporan keuangan.
2.3 Kerangka Pikir
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan 
adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan
di pemerintah pusat maupun daerah. Pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) 
harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012): 
1) Integritas Keuangan.
2) Pengungkapan.
3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansii 
anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi 
merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas 
dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintaha, lembaga–
lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang 
berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 
dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). 
Ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu (SAK, 
2009): 
1. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi 
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di 
masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 
diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 
dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 
dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 
bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 
entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 
informasi yang dimaksud.
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan 
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang 
berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan 
sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan 
harus dilakukan dalambentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-
Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya 
pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat 
maupun daerah (Bastian, 2003). Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir 








2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri–
ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara 
terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat 
untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu 
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara 
proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja 
pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menillai
derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan 
keuangan.
Permana (2012) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh 
penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan 
SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan 
laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban 
(akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat 
maupun daerah.
H1:  Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Hadi Sumarsono (2003), transparansi adalah keterbukaan  
pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga 
dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi 
pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal 
accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga 
tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan 
responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. 
Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi 
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 
pada peraturan perundang undangan. Sehingga dapat dikatakan 
transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas 
pengelolaan keuangan pemerintah.
H2:  Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana 
(2012), dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk 
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di 
pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga 
diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Mursyidi (2009), 
transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 
dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan. Sehingga dapat 
dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian 
kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
H3: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan 




Rancangan penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 
proses penelitian danakan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam 
proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah 
dibuat. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini, setelah dilakukan 
pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dapat penulis uraikan: 
1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis 
regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis 
regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap
kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan 
metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik F.
3.2 Tempat dan Waktu
Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Waktu 
penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian 
direncanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu mulai dari bulan Januari 
sampai dengan Februari tahun 2014.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Untuk menentukan
ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto 
(2000), bahwa untuk menentukan anggota sampel, maka apabila populasi 
kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian 
merupakan penelitian populasi (sensus).
3.3.2 Sampel
Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan 
sampel digunakan sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai 
objek penelitian (total sampling). Sehingga sampel pada penelitian ini
adalah 70 responden pada pemerintah kabupaten Pinrang.
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Jenis data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang 
masih perlu dianalisis.
3.4.2 Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data 
secara langsung melalui penyebaran kuisioner.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dikemukakan dalam penyusunan skripsi  
menggunakan:
1. Observasi 
Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui 
pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD 
pemerintah kabupaten Pinrang untuk kemudian dilakukan pencatatan secara 
sistematik.
2. Kuesioner
Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau 
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Variabel–variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu :
1. Akuntabilitas (X1), merupakan variabel bebas (Independent).
2. Transparansi (X2), merupakan variabel bebas (Independent).
3. Kualitas Laporan Keuangan (Y), merupakan variabel terikat 
(Dependent).
3.6.2 Definisi Operasional
Agar penelitian ini dapat di laksanakan sesuai dengan yang 
diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur–unsur yang menjadi dasar 
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aktifitas dan kegiatan 
yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak 
pemberi amanah 
(principal) yang 





1. Integritas Keuangan 
2. Pengungkapan 










daerah, sehingga dapat 
diketahui dan diawasi 






2. Tersedia dokumen 
anggaran dan mudah 
diakses.















Kualitas atau mutu 
adalah tingkat baik 
buruknya atau taraf 
atau derajat sesuatu 
dan Laporan keuangan 





rakyat atas pengelolaan 
dana publik baik dari 
pajak, retribusi atau 
transaksi lainnya.
(Pusat Bahasa, 2008
dan SAP 2010) 
1. Relevan 
2. andal 
3. Dapat dibandingkan 
4. Dapat dipahami 
Kuesioner Likert
3.7 Instrumen Penelitian
Pengukuran variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan 
keuangan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari indikator masing–
masing variable dan disesuaikan dengan keadaan responden. Instrumen ini 
terdiri atas 5 pernyataan untuk variabel akuntabilitas, 5 pernyataan untuk 
variabel transparansi dan 6 pernyataan untuk variabel kualitas laporan 
keuangan. Instrumen pernyataan ini menggunakan skala likert 5 poin dengan 
meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai 
dengan sangat setuju dari setiap pertanyaan yang diajukan.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, 
variabel yang akan di ukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian 
indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item–item 
instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010). 
Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing –masing indikator di atas baik 
variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk 
pembuatan kuesioner dimana jawaban diberikan skor sebagai berikut :
1) Sangat Tidak Setuju (STS) = diberikan skor 1 
2) Tidak Setuju (TS) = diberikan skor 2 
3) Ragu-ragu (R) = diberikan skor 3 
4) Setuju (S) = diberikan skor 4 
5) Sangat Setuju (SS) = diberikan skor 5
Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Unit analisis dari 
penelitian ini adalah 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan 
jumlah responden sebanyak 70 orang. Setelah data terkumpul maka selanjutnya 
dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang 
diajukan dengan teknik statistik tertentu.
3.8 Analisis Data
3.8.1. Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara 
masing–masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada 






r = Koefisien korelasi pearson
X = Skor item pertanyaan 
Y = Skor total item pertanyaan 
N= Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument 
Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%).
Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :
t=
࢘ඥ(࢔−૛)
√૚−࢘૛] : ݂݀ = ݊ െ 3
Umi Narimawati (2010:42)
dimana :
n = ukuran sampel 
r = Koefisien Korelasi Pearson 
df = degree of freedom = n-3
Keputusan pengujian validitas instrument dengan menggunakan taraf 
signifikan dengan 5 % satu sisi adalah :
1) Item instrument dikatakan valid jika t-hitung > t tabel maka instrument 
tersebut dapat digunakan. 
2) Item instrument dikatakan tidak valid jika t-hitung < t tabel maka item 
tersebut tidak dapat digunakan. 
2. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan atau kepercayaan 
alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang 
menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya 
hubungan antara dua belahan instrumen.
Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 
Cronbanch’s Alpha denga rumus sebagai berikut:
r=ቀ ۹K−1ቁ ቀͳ െ ∑ࡿ࢈૛ࡿ࢚૛ ቁ
(Umar, 2011)
di mana:
r = reliabilitas Instrumen
K = banyak butir pertanyaan
Stଶ =deviasi standar total
∑Sbଶ =jumlah deviasi standar butir
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 
mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik) 
pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, 
terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2011).
Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai 
Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Nilai VIF dapat dihitung dengan 
rumus:
ܸܫܨ = ͳͳ െ Rଶ
(Umar, 2011)
Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 
mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.
Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut bebas dari 
persoalan multikoliniearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 
sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak 
terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X 
adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya yang telah di-studentized). Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik (poin–poin) yang ada membentuk 
suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3.8.3 Analisis Data Deskriptif
Analisis data deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh 
dinas pemerintah kabupaten Pinrang berdasarkan fakta–fakta yang ada 
untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis 
untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data deskriptif digunakan 
untuk menggambarkan bagaimana masing–masing variabel penelitian. 
3.8.4 Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Berganda
Untuk menguji H1, H2, dan H3, digunakan analisis regresi berganda.
Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai 
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apakah masing–masing variabel independen dengan dependen 
berpengaruh positif atau negatif.
Dalam penelitian ini, variabel independen adalah akuntabilitas dan 
transparansi, sementara untuk variabel dependen adalah kualitas laporan 
keuangan. Jika dimasukkan pada formulasi regresi berganda, maka akan 
diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y= a+b1X1+b2X2+e
dimana :




b1 dan b2 = Koefisien Regresi
e = Faktor Pengganggu
2. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik T)
Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) digunakan uji 
statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 
dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi 
pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas
laporan keuangan.
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 
sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan 
didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Jika nilai probabilitas 
signifikansi < α, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.
3. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)
Untuk menguji hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini digunakan uji 
statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable
independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda 
mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen.
Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi 
pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap 
kualitas laporan keuangan.
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 
sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan 
didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas 
signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.
4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam 
pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai 
Adjusted R Square (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel
bebas yaitu penerapan SAP, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 
≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas 
dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted R2 bernilai kecil 





Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas 
mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan. 
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi 
mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan.
3. Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan 
transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan 
bahwa akuntabilitas dan transparansi  sangat berperan penting terhadap 
peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang perlu memperhatikan peraturan 
perundang–undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan 
serta terus melakukan penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan 
tersebut kepada Komite SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan 
mampu mengembangkan variabel bebas.
5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten 
Pinrang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan 
banyak waktu.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah 
yang lain.
3. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi 
jawaban  responden,  sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan  masalah  bila 
persepsi  jawaban  responden  berbeda  dengan  keadaan  yang 
sesungguhnya.
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